
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius di hadapi peradaban modern 

saat ini, karena adanya tindakan kekerasan seksual menunjukan tidak berfungsinya suatu 

norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan di langgarnya suatu hak asasi dan 

kepentingan orang lain yang menjadi korbannya.  Semakin marak dan berkembangnya 

kekerasan seksual, Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan menyebutkan beberapa 

bentuk kekerasan seksual diantaranya Perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, 

Penyiksaan seksual, Perbudakan seksual serta Intimidasi/serangan bernuansa seksual 

termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.1 

Kasus kekerasan seks yang terjadi di Indonesia tidak pernah ada hentinya, korbannya 

bukan hanya dari kalangan wanita dewasa akan tetapi sekarang sudah berasal dari remaja, 

anak-anak bahkan balita. Beberapa tahun terakhir dari tahun 2021-2024, Indonesia disebut 

sebagai darurat kekerasan seksual pada anak. Berita tentang kekerasan terhadap anak di 

media massa baik yang dilakukan pelaku kekerasan seksual pada anak maupun terhadap anak 

sendiri, semakin meningkat.  

Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, 

bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari 
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lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya 

sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.2 

Kekerasan seksual terhadap anak dapat berdampak negatif yang sangat besar terhadap 

korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Korban kekerasan terhadap anak dapat 

mengalami trauma, depresi, gangguan perilaku, hingga gangguan kesehatan fisik. Oleh 

karena itu, penting untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. 

 Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Cilacap pada tahun 2022 dengan          

pengancaman menyebarkan video mesum yang terjadi dengan tersangka laki-laki yang 

berusia 20 tahun terhadap perempuan berusia 12 tahun. Kejadian tersebut di dasari karena 

pelaku sebagai pasangan kekasih yang berpacaran baru 2 minggu dan korban dipaksa untuk 

melakukan hubungan seksual kemudian aksi tersebut direkam. Hasil rekaman hubungan 

seksual tersebut yang akan menjadi senjata bagi pelaku untuk meminta korban kembali 

melakukan hal serupa dan tidak memutuskan hubungan dengannya.3    

Kasus lainnya seperti modus cabul yang dilakukan melalui situs game Mobile 

Legends, yang menimpa seorang gadis (NKS) berumur 13 tahun bertempat tinggal di 

Tasikmalaya. Mulanya pada bulan February 2024 NKS berken alan dengan YPS (27) yang 

membuat keduanya untuk berlanjut kenalan di WhatsApp, yang dimana modus yang 

dilakukan oleh YPS yaitu, meminta foto kelamin NKS. Bahkan YPS juga meminta foto NKS 

yanga hanya menggunakan pakaian dalam. Jika keinginan YPS tidak terpenuhi, maka ia akan 

                                                             
2 Ivo Noviana, 2015, kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan Penanganannya, Cawang Jakarta, 

hlm 1 

3 Http://cilacapkab.go.id/v3/moral-pelaku-pelecehan-seksual-cederai-generasi bangsa, di akses pada 

tanggal 16 mei 2024, pukul 18.00 wib  
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mengancam NKS dengan cara melukai diri sendiri dengan mengirimkan video tangan yang 

terluka atau berdarah.4    

 

Berdasarkan data KPAI dalam konferensi pers tentang penyampaian Laporan Akhir 

Tahun 2022 yang dipimpin oleh ketua KPAI Ai Maryati Solihah didampingi oleh Wakil 

Ketua Jasra Putra beserta anggota dan dihadiri oleh rekan-rekan media online, tv dan cetak, 

Jumat(20/01/2023) di Kantor KPAI, mengatakan sebanyak 4.683 aduan masuk ke pengaduan 

yang bersumber dari pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung (surat dan email), 

online dan media. Kasus tertinggi adalah kasus tentang anak yang menjadi korban kekerasan 

seksual dengan jumlah 834 kasus. 5  Kemudian Deputi Perlindungan Khusus Anak 

KemenPPPA, Nahar, mengatakan bahwa hingga April 2023 terdapat 3 (tiga) kategori anak 

yang Berhadapan dengan Hukum, yaitu (1) anak sebagai pelaku yang jumlahnya mencapai 

5.237 kasus anak, (2) anak sebagai korban yang jumlahnya mencapai 4.980 kasus anak, dan 

(3) anak sebagai saksi yang jumlahnya mencapai 4.243 kasus anak.6 

Masalah sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia ini di dalam konstruksi hukum 

pidana Indonesia yang dijadikan dasar hukum tindak pidana pedofilia yaitu, pada pasal 294 

dan Pasal 418 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 dan Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI NO. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. 

                                                             
4 www.detik.com.Modus-cabul-pedofilia-lecehkan-siswi-sd-via-mobile-legends, diakses pada tanggal 

16 mei 2024, pukul 19.05 wib  

5 https://www.kpai.go.id/publikasi, di akses pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 01.34 wib 

6 Https://www.kemenppa.go.id, diakses pada tanggal 27 juni 2024 pukul 01.45 wib 
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Pada dasarnya tindakan kekerasan seksual di kategorikan sebagai kejahatan kesusilaan 

yang di anggap sangat peka karena menyangkut masalah kehormatan manusia. Bahkan 

dengan tegas Islam melarang segala jenis bentuk tindakan penyimpangan seksual dan segala 

hal yang mendekatinya.  

Berkenaan dengan persoalan kekerasan seksual, Islam jauh-jauh hari sebelumnya 

sudah memberikan rambu-rambu agar umat manusia tidak terjerumus ke dalam lembah 

kenistaan. Kekerasan seksual menurut A. Djazuli dikategorikan sebagai tindakan yang 

mendekati jarimah kekerasan seksual. Karena jarimah kekerasan seksual menyangkut 

kehormatan seseorang dan al-Qur’an tidak mengatur secara spesifik, maka jarimah tersebut 

merupakan jarimah ta’zir.7 

Dalam syari’at Islam setiap pelaku kejahatan kekerasan seksual selain di ancam 

dengan hukuman duniawi, juga terdapat ancaman ukhrawi yang dapat menimbulkan rasa 

takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan sekaligus mencegah masyarakat dari 

akibat buruk yang mungkin terjadi. Islam sangat menghormati hak perempuan dalam 

menjaga dan mempertahankan dirinya, berdasarkan hal tersebut, sebagaimana firman Allah 

SWT dalam surat An-Nur ayat 33:  

Artinya “ Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian 

(diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang 

kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, 

jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian 

dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak 

wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena 
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kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka 

sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) 

sesudah mereka dipaksa itu.” 

Dalam Islam, apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap kekerasan seksual 

bagi anak di bawah umur ataupun pelakunya sesama dewasa maka hal tersebut merupakan 

dosa besar dan hukumnya haram. Selain itu, Islam juga telah menetapkan hukuman yang 

berat untuk pelaku tindak kekerasan seksual terutama kepada pelakunya yakni orang dewasa 

yang melakukannya terhadap anak di bawah umur, sehingga akan memberikan efek jera 

kepada pelakunya. Sedangkan, hukum Islam belum mengatur secara tegas mengenai 

kekerasan seksual. Dikarenakan, pembahasan yang ada pada Alquran dan Hadist masih 

menjadi ijtihad para ulama. Akan tetapi, hukuman yang ditetapkan oleh Islam adalah 

berbentuk ta’zir yang meliputi hukuman mati, jilid, denda dan lainnya.  

Namun, Imam Hanafi menentukan hukumannya dengan di ta’zir, dengan catatan 

apabila seseorang tersebut melakukannya satu kali. Dan, apabila sudah kedua kalinya maka ia 

wajib dibunuh. Oleh karena itu, dalam Syari’at Islam menyatakan bahwa setiap pelaku 

kekerasan seksual selain ia diancam dengan hukuman dunia, ia juga akan mendapat hukuman 

ukhrawi yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang di larang 

tersebut.8 

Di dalam ayat di atas, Allah Subhanahuwataala telah menyinggung soal had 

(hukuman) bagi pelaku kekerasan seksual. Apabila kedua bunyi ayat dan tafsirnya di atas jika 

dibawa ke ranah kekerasan seksual, maka yang wajib terkena had kekerasan seksual adalah 

pelaku kekerasan seksual (mukrih) dan bukan korban (mukrah/mustakrah) sebagaimana hal 

                                                             
8 Jumadin Brutu, 2018,  Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum 

Pidana Islam, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang, Program Studi Hukum Ilmu Hukum Fakultas 
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ini diketahui berdasarkan,hadits yang artinya : “tidak had bagi perempuan yang 

dipaksa/diperkosa”.9 

Islam sangat keras dan tegas menyikapi praktik kejahatan dan penyimpangan seksual 

pada anak-anak. Dalam Islam, tindakan kekerasan seksual terhadap anak-anak hukumnya 

haram, sebab dampak yang besar dari tindakan tersebut. Menurut ulama, pelaku kekerasan 

seksual dalam Islam, dikenakan hukuman yang sangat berat. Lebih jauh lagi, dalam Islam 

tindakan kekerasan seksual dekat dengan kejahatan, yang memiliki konsekuensi hukum yang 

berat dalam Islam. Pasalnya, tindakan tersebut merupakan suatu bentuk persetubuhan yang 

tidak sah, baik secara hukum maupun secara moral. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh 

Imam Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitab Ad-Dibaj, jilid VI, halaman 20, bahwa tindakan 

kekerasan seksual termasuk dalam kategori jarimah kekerasan seksual, yaitu adanya 

persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. 10 

 Apabila dilihat pada tindakan kekerasan seksual yang pelampiasan orientasi 

seksualnya untuk memuaskan hasrat abnormal dan hanya tertarik pada anak-anak, contoh 

mufakhaddah (memasukkan penis diantara dua paha), atau memasukinya ke dalam mulut 

atau sentuhan di luar farji. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat menimbulkan rangsangan 

terhadap perbuatan kekerasan seksual yang harus dikenai hukuman.11 

Sehingga dalam Islam telah mengatur hukuman untuk perbuatan yang merusak sistem 

kemasyarakatan dan keselamatan sebagai perbuatan jarimah atau salah satu perbuatan yang 
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Selasa 21 Mei 2024, pukul 21.31 

10 Https://islam.nur.or.id/syariah/dosa-besar-kekerasan-seksual-terhadap-anak, diakses pada tanggal 

12 Juni 2024, pukul 22.50 wib 

11 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid IV, ter. Tim Tsalisah, (Bogor: PT. 

Kharisma Ilmu, tt). hlm 154 
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dilarang oleh syara’, dengan kata lain perbuatan tersebut diancam oleh Allah dengan 

hukuman had atau ta’zir. 

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan oleh penulis pada masalah di atas,  maka 

penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul: “Sanksi Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Pidana Islam dan Hukum Pidana” 

B. Rumusan Masalah 

Berlandaskan pada latar belakang diatas,  maka perumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap sanksi 

kekerasan seksual? 

2. Bagaimana analisis sanksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam 

perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif?  

C. Ruang Lingkup Pembahasan  

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada pembahasan hal-hal 

mengenai konsep penegakan hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif 

Pidana Islam dan Hukum Pidana. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif terhadap 

sanksi kekerasan seksual. 

2. Untuk mengetahui analisis sanksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak 

dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif. 



E. Manfaat Penelitian 

1).  Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat yaitu: 

a. Memberikan pandangan kepada masyarakat agar selalu memberikan pengawasan 

terhadap anak 

b. Memberikan evaluasi terhadap anak tentang bagian tubuh mana yang harus dilindungi 

2).  Manfaat Praktis 

 Manfaat Praktis,  yakni dapat berguna bagi pihak-pihak manapun yang 

berkepentingan di dalam penelitian hukum ini dan memberikan hasil yang dapat dijadikan 

sebagai bahan penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder, disebut juga penelitian 

yuridis normatif, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam 

peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma 

yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.12 

Sifat penelitian ini adalah peineilitian deiksriptif, artinya peineilitian yang 

meinggambarkan objeik teirteintu dan meinjeilaskan hal-hal yang beirkaitan deingan atau 

meinuliskan seicara sisteimatis fakta-fakta atau karakteiristik populasi teirteintu dalam bidang 

teirteintu seicara faktual dan ceirmat. 

                                                             
12 Soerjono Soekanto dkk, 2013, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 13 



2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Meitodei dalam peingumpulan data yang digunakan dalam peineilitian ini adalah bahan 

hukum seikundeir, bahan hukum yang dipeiroleih dari peineilitian keipustakaan, bahan hukum 

seikundeir dipeiroleih deingan meimpeilajari dan meingkaji liteiratur-liteiratur, dan peirundang-

undangan.13 Jeinis bahan hukum seikundeir dalam peineilitian dari bahan hukum primeir yang 

dipeiroleih dalam studi dokumein, bahan hukum seikundeir, dan bahan hukum teirsieir, yang 

dipeiroleih meilalui studi liteiratur, yaitu : Peirtama, bahan hukum primeir yaitu bahan hukum 

yang meimpunyai keikuatan hukum yang meingikat, seipeirti Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), dan Pasal 82 ayat 2 Undang-undang No 35 Tahun 2014 teintang peirubahan 

Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 teintang Peirlindungan Anak 

Keidua, bahan hukum seikundeir dalam peineilitian ini beirsumbeir dari bahan-bahan 

hukum yang dapat meimbantu peimahaman dalam meinganalisa seirta meimahami 

peirmasalahan, seipeirti teiori atau peindapat para ahli dalam buku-buku hukum, dokumein atau 

makalah yang teirkait deingan peineilitian. 

Keitiga, bahan hukum teirsieir yaitu bahan hukum yang meimbeirikan peitunjuk atau 

peinjeilasan teirhadap bahan primeir dan seikundeir, yang teirdiri dari kamus, artikeil atau beirita 

seirta seibagai keiteirangan meidia masa seibagai peileingkap. 

G. Peneliti Terdahulu 

Seibagai peirtimbangan peinulis dalam meilakukan peineilitian, peinulis meirasa peirlu 

meingkaji peineilitian-peineilitian yang beirkaitan deingan peineilitian yang peinulis lakukan, hal ini 

nantinya beirmanfaat bagi peinulis dalam meimbantu meilakukan peinyeileisaian beirikut 

meirupakan beibeirapa peineilitian-peineilitian teirdahulu: 
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a. Peineilitian yang dilakukan oleih M.Yusuf yang beirjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam 

Teirhadap Peinjatuhan Sanksi Pidana bagi Peilaku Peidofilia (Analisis Putusan Hakim no. 

163/Pid.Sus/2015/-KNG)”.14 Peineilitian ini beirtujuan untuk meingeitahui beintuk sanksi 

bagi peidofilia dalam hukum pidana Indoneisia. Jika di bandingkan peineilitian ini hanya 

meimbahas teintang sanksi bagi peilaku peidofilia. Seidangkan pada judul yang peineiliti 

angkat fokus peineilitiannya teirkait tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana 

teirhadap sanksi keikeirasan seiksual dan tidak meimpunyai keiteirkaitan sama seikali deingan 

peineilitian yang dilakukan oleih M Yusuf deingan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam 

Teirhadap Peinjatuhan Sanksi Pidana bagi Peilaku Peidofilia (Analisis Putusan Hakim no. 

163/Pid.Sus/2015/-KNG)” beirasal dari fakultas syari’ah dan hukum Unive irsitas Islam 

Neigeiri Ar-Raniry deingan keikhususan Hukum Pidana Islam pada tahun 2018. 

b. Peineilitian yang dilakukan oleih Ilham Muhammad Anantha yang beirjudul “Tindak 

Pidana Peidofilia dalam peirspeiktif Hukum Islam” Pe ineilitian ini beirtujuan untuk 

meingeitahui bagaimana peirtumbuhan kasus tindak pidana peidofilia di masyarakat dan 

untuk meingeitahui bagaimana alteirnatif solusi untuk meineikan teirjadinya kasus tindak 

pidana peidofilia. Jika dibandingkan peineilitian ini meimbahas teintang bagaimana cara 

meinangani kasus peidofilia agar tidak meiningkat.15  

 Beirdasarkan dari uraian peineilitian teirdahulu yang yang teilah peinulis paparkan di atas, 

maka teirdapat beibeirapa aspeik yang meimbeidakan peineilitian teirdahulu deingan peineilitian 

yang di angkat oleih peinulis. Peineilitian teirdahulu  milik Ilham Muhammad Anantha 

(2023), pada skripsinya meimbahas teintang bagaimana peirtumbuhan kasus tindak 

pidana peidofilia di masyarakat dan untuk meingeitahui bagaimana alteirnatif solusi untuk 

                                                             
14 M Yusuf, 2018, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku 

Pedofilia (Analisis Putusan Hakim no. 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG), hlm 1 

15 Ilham Muhammad Anantha, 2023, Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam, hlm 1 



meineikan teirjadinya kasus tindak pidana peidofilia. Pada judul yang peineiliti angkat 

fokus peineilitiannya teirkait deingan tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana 

teirhadap sanksi keikeirasan seiksual dan tidak meimpunyai keiteirkaitan sama seikali deingan 

peineilitian milik Ilham Muhammad Anantha deingan judul Tindak Pidana Peidofilia 

dalam peirspeiktif Hukum Islam. 

c. Peineilitian yang dilakukan oleih Timotius Mailanus, yang beirjudul “Peirilaku Sosial Anak 

Korban Peilaku Peidofilia (Studi pada Anak Korban Peidofilia Deisa Punggur Keicamatan 

Sungai Kakap)”. Peineilitian ini beirtujuan untuk meingeitahui bagaimana peirubahan dan 

informasi teintang Peirilaku Sosial Anak Korban Peidofilia di Deisa Punggur Keicamatan 

Sungai Kakap. Jika dilihat peineilitian ini meimbahas teintang Peirilaku Sosial Anak 

Korban Peidofilia di Deisa Punggur Keicamatam Sungai Kakap.16 Beirdasarkan peineilitian 

teirdahulu yang peinulis paparkan di atas maka teirdapat beibeirapa aspeik yang 

meimbeidakan peineilitian teirdahulu deingan peineilitian yang di angkat oleih peinulis. 

Peineilitian milik Timotius Mailanus (2018) yang beirjudul “Peirilaku Sosial Anak Korban 

Peilaku Peidofilia (Studi pada Anak Korban Peidofilia Deisa Punggur Keicamatan Sungai 

Kakap)”. Peineilitian ini beirtujuan untuk meingeitahui bagaimana peirubahan dan 

informasi teintang Peirilaku Sosial Anak Korban Peidofilia di Deisa Punggur Keicamatan 

Sungai Kakap. Jika dilihat peineilitian ini meimbahas teintang Peirilaku Sosial Anak 

Korban Peidofilia di Deisa Punggur Keicamatam Sungai Kakap. Oleih kareina itu, 

peineilitian yang peinulis angkat yang deingan fokus peineilitian tinjauan hukum pidana 

Islam dan hukum hukum pidana teirhadap sanksi keikeirasan seiksual dan tidak 

meimpunyai keiteirkaitan sama seikali deingan peineilitian milik Timotius Mailanus deingan 
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judul Peirilaku Sosial Anak Korban Peilaku Peidofilia (Studi pada Anak Korban Peidofilia 

Deisa Punggur Keicamatan Sungai Kakap). 

H. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana    

a. Peingeirtian Tindak Pidana  

Istilah tindak pidana beirasal dari istilah yang dikeinal dalam hukum pidana Beilanda 

yaitu Strafbaar feiit, teirdiri dari 3 kata, yakni straf, baar dan feiit. Straf diteirjeimahkan deingan 

pidana dan hukum. Baar diteirjeimahkan dapat atau boleih. Feiit  diteirjeimahkan tindak, 

peiristiwa, dan peirbauatan.17 Biasanya tindak pidana disinonimkan deingan deilik, yang beirasal 

dari bahasa Latin, yakni kata deilictum.18 Dalam Kamus Beisar Bahasa Indoneisia deilik adalah 

“peirbuatan yang dapat dikeinakan hukuman kareina meirupakan peilanggaran teirhadap undang-

undang tindak pidana”.19 

Beibeirapa liteiratur dan peiraturan peirundang-undangan yang ada di Indoneisia dapat 

dijumpai istilah lain untuk meinteirjeimahkan strafbaar feiit, antara lain, peiristiwa pidana, 

peirbuatan pidana, peilanggaran pidana, peirbuatan yang dapat dihukum, dan peirbuatan yang 

boleih dihukum.20  

Tindak pidana seindiri meimiliki dua sifat yaitu sifat formil dalam tindak pidana 

dilarang dan di ancam deingan hukuman undang-undang meilakukan peirbuatan, keimudian 

                                                             
17 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2007, hlm 69  

18 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 47 

19 Ibid, hlm 48 

20 Op cit, hlm 66 



sifat mateiril dalam jeinis tindak pidana yang dilarang dan diancam deingan hukuman oleih 

undang-undang kareina tiimbulnya suatu akiibat.21 

b Unsur-Unsur Tiindak Piidana 

Unsur-unsur tiindak piidana dapat diibeidakan darii dua sudut pandang, yaiitu sudut 

pandang teioriitiis yang meinceirmiinkan pandangan para ahlii hukum, dan sudut pandang 

undang-undang yang beirkaiitan deingan bagaiimana peirbuatan iitu diirumuskan dalam peiraturan 

peirundang-undangan yang beilaku.22 

 

a) Peirspeiktiif Teioriitiis 

Darii sudut pandang teioriitiis, unsur-unsur tiindak piidana meincakup beibeirapa eileimein-

eileimein seibagaii beiriikut :  

1) Peirbuatan manusiia 

2) Siifat meilawan hukum (Weideirreichteiljiik) 

3) Diiancam deingan piidana 

4) Keimampuan beirtanggung jawab 

5) Keisalahan (Schuld) 

 

b) Peirspeiktiif Undang-Undang 

                                                             
21 Ida Bagus Surya Darna Jaya, 2015, Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana, 

USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Patnership, Jakarta, hlm 2 

22 Fahum.umsu.ac.id di akses pada tanggal 7 mei 2024, pukul 01.58 WIB  



Darii sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tiindak piidana diirumuskan seicara 

leibiih khusus dan deitaiil dalam pasal-pasal peiraturan peirundang-undangan. Seitiiap 

meimiiliikii rumus yang speisiifiik dalam undang-undang yang beirlaku, dan peilaku harus 

meimeinuhii seimua eileimein yang teircantum dalam rumusan teirseibut agar dapat diijeirat 

deingan hukuman. Beiriikut untur tiindak piidana darii sudut undang-undang : 

a) Unsur Tiingkah laku 

b) Unsur  siifat meilawan 

c) Unsur keisalahan 

d) Unsur akiibat konstiitutiif 

e) Unsur keiadaan yang meinyeirtaii 

f) Unsur syarat tambahan untuk meimpeirbeirat piidana 

g) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya diipiidana. 

 

c  Jeiniis-jeiniis Tiindak Piidana 

Tiindak piidana dapat diibeidakan meinjadii beibeirapa jeiniis, seipeirtii beiriikut :23 

1) Meinurut Kiitab Undang-undang Hukum Piidana (KUHP) diibeidakan antara laiin, 

keijahatan yang dii muat dalam buku IiIi  dan peilanggaran yang diimuat dalam buku IiIiIi. 

Peimbagiian tiindak piidana meinjadii keijahatan dan peilanggaran, bukan hanya dasar bagii 

                                                             
23 Fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/, di akses pada tanggal 7 mei 2024 
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peimbagiian KUHP meinjadii Buku kei IiIiIi meilaiinkan juga meirupakan dasar bagii seiluruh 

siisteim Hukum Piidana dii dalam peirundang-undangan seicara keiseiluruhan. 

2) Meinurut cara meirumuskannya, diibeidakan dalam tiindak piidana formiil (formeieil 

Deiliictein) dan tiindak piidana mateiriil (mateiriill deiliictein). Tiindak piidana formiil adalah 

tiindak piidana yang diirumuskan bahwa larangan yang diirumuskan teilah meilakukan 

peirbuatan teirteintu. 

3) Meinurut beintuk keisalahan, tiindak piidana diibeidakan meinjadii tiindak piidana seingaja 

(Dolus Deiliictein) dan tiindak piidana tiidak seingaja (culposei deiliictein). 

4) Meinurut macam peirbuatannya, tiindak piidana aktiif (komiisii) adalah tiindakan yang 

meiliibatkan peirbuatan, seipeirtii peincuriian atau peiniipuan. Seidangkan deiliik pasiif (omiisii) 

adalah tiindakan yang teirjadii kareina kei lalaiian untuk meilakukan seisuatu yang 

seiharusnya diilakukan, seipeirtii tiidak meimbeiriikan peirtolongan keitiika diipeirlukan. 

5) Beirdasarkan subjeik hukum, tiindak piidana comuniia adalah tiindak peirbuatan yang 

dapat diilakukan oleih siiapa saja, seidangkan deiliik propriia adalah tiindakan yang hanya 

diilakukan oleih orang-orang teirteintu yang meimiiliikii kualiifiikasii khusus. 

2.  Tinjauan Umum Tentang  Kekerasan Seksual 

1) Peingeirtiian Keikeirasan Seiksual 

Keikeirasan adalah peinggunaan keikuatan fiisiik dan keikuasaan, ancaman atau  tiindakan 

teirhadap diirii seindiirii, peirorangan atau seikeilompok orang atau masyarakat yang 

meingakiibatkan meimar/trauma, keirugiian psiikologiis, keilaiinan peirkeimbangan, dan 

peirampasan hak. 



Keikeirasan seiksual beirasal darii dua kata yaiitu “keikeirasan” dan “seiksual”, keikeirasan 

atau viioleincei meirupakan iistiilah yang teirdiirii darii dua kata yaiitu “viis” yang beirartii (daya, 

keikuatan) dan “latus” beirartii (meimbawa), yang keimudiian diiteirjeimahkan meinjadii keikuatan. 

Kamus beisar bahasa Iindoneisiia meimbeiriikan peingeirtiian meingeinaii keikeirasan dalam artii seimpiit 

yaiitu keikeirasan fiisiik. Meinurut KBBIi keikeirasan adalah peirbuatan yang dapat peinyeibab ciideira 

atau matiinya orang laiin atau meinyeibabkan keirusakan fiisiik atau barang orang laiin. 24 

Seidangkan peingeirtiian seiksual meinurut KBBIi adalah beirkeinann deingan peirkara peirseitubuhan 

antara lakii-lakii dan peireimpuan. 

Keikeirasan seiksual teirhadap anak adalah peinyalah gunaan anak seibagaii alat peimuas 

hasrat seiksual seiseiorang. Keijahatan seiksual iitu beirawal darii peileiceihan seiksual dan beirujung 

pada hubungan seiksual yang nyata deingan anak-anak.25 

Keikeirasan seiksual adalah seimua beintuk ancaman dan peimaksaan seiksual. Deingan 

kata laiin, keikeirasan seiksual adalah kontak seiksual yang tiidak diikeiheindakii oleih salah satu 

piihak. Iintii darii keikeirasan seiksual teirleitak pada “ancaman” ve irbal dan “pe imaksaan” tiindakan. 

Dalam kiitab Undang-Undang Hukum Piidana (KUHP) peingeirtiian darii keikeirasan 

seiksual dapat diikeitahuii d dalam pasal 285 dan pasal 289. Dii dalam pasal 285 diiteintukan 

bahwa barang siiapa deingan keikeirasan atau ancaman keikeirasan meimaksa peireimpuan yang 

bukan iistriinya beirhubungan seiksual, diihukum deingan alasan meimpeirkosa, deingan hukuman 

peinjara seilama lamanya 12 tahun. Seidangkan dii dalam pasal 289 (KUHP) diiseibutkan barang 

siiapa deingan keikeirasan atau ancaman keikeirasan meimaksa seiseiorang meilakukan atau 

meimbiiarkan meilakukan pada diiriinya peirbuatan cabul, diihukum kareina meirusakkan 
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25  Prof. Ahmad Muhammad Thoyyib, 2022, Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam, UNICEF 
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keisopanan deingan hukuman peinjara seilama-lamanya 9 tahun kareina teilah meirusakkan 

keisopanan.26 

Keikeirasan seiksual meirupakan iistiilah yang meinunjuk pada peiriilaku seiksual deiviiatiif 

atau hubungan seiksual yang meinyiimpang, meirugiikan piihak korban dan meirusak keidamaiian 

dii teingah masyarakat. Adanya keikeirasan seiksual yang teirjadii teirhadap korban, maka 

meimbeiriikan peindeiriitaan teirhadap korbannya yang meimbeiriikan akiibat yang seiriius yang 

meimbutuhkan peirhatiian.27 

Keikeirasan seiksual teirhadap anak adalah peiliibatan anak dalam keigiiatan seiksual, dii 

mana anak seindiirii tiidak seipeinuhnya meimahamii, atau tiidak mampu meimbeiriikan 

peirseitujuan. Keikeirasan seiksual diitandaii deingan adanya aktiiviitas seiksual antara anak 

deingan orang deiwasa atau anak laiin. Aktiiviitas teirseibut diitujukan untuk meimbeiriikan 

keipuasan bagii peilaku. Keikeirasan seiksual meiliiputii eiksploiitasii seiksual dalam prostiitusii atau 

pornografii, peimaksaan anak untuk meiliihat keigiiatan seiksual, meimpeirliihatkan keimaluan 

keipada anak untuk tujuan keipuasan seiksual, stiimulasii seiksual, peirabaan, meimaksa anak 

untuk meimeigang keimaluan orang laiin, hubungan seiksual, peirkosaan, hubungan seiksual 

yang diilakukan oleih orang yang meimpunyaii hubungan darah (iinceist) dan sodomii.28 

 

 

                                                             
26 Ismantoro Dwi Yuwono, 2020, Kekerasan Seksual terhadap Anak, Yogyakarta: Pustaka yustisia, hlm 
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27 Wahid dan Muhammad Irfan, 2007, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi 

Atas Hak Asasi Perempuan, Refika Aditama, Bandung, hlm 4 

28 Depkes RI, 2007, Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan, Jakarta: 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, hlm 78 



Keikeirasan seiksual pada anak tiidak hanya beirupa hubungan seiks saja, namun 

tiindakan-tiindakan dii bawah iinii juga teirmasuk keikeirasan seiksual teirhadap anak, seipeirtii: 

a) Meinyeintuh tubuh anak seicara seiksual, baiik sii anak meimakaii pakaiian atau tiidak; 

b) Seigala beintuk peineitrasii seiks, teirmasuk peineitrasii kei mulut anak meinggunakan beinda 

atau anggota tubuh; 

c) Meimbuat/meimaksa anak teirliibat dalam aktiiviitas seiksual dii hadapan anak, atau tiidak 

meiliindungii dan meinceigah anak meinyaksiikan aktiiviitas seiksual yang diilakukan orang 

laiin; 

d) Meimbuat, meindiistriibusii dan meinampiilkan gambar atau fiilm yang meingandung 

adeigan anak-anak dalam posei atau tiindakan tiidak seinonoh. 

 

2) Jeiniis-jeiniis Keikeirasan Seiksual 

 Adapun beibeirapa jeiniis keikeirasan seiksual dii Iindoneisiia meinurut komnas peireimpuan 

adalah seibagaii beiriikut : 

a) Peirkosaan 

Seirangan dalam beintuk peimaksaan hubungan seiksual deingan meimakaii peiniis kei arah 

vagiina, anus atau mulut korban. Biisa juga meinggunakan jarii tangan atau beinda-beinda 

laiinnya, seirangan diilakukan deingan keikeirasan, ancaman keikeirasan, peinahanan, 

teikanan psiikologiis, peinyalahgunaan keikuasaan, atau deingan meingambiil keiseimpatan 

darii liingkungan yang peinuh paksaan. 

b) Iintiimiidasii Seiksual Teirmasuk Ancaman atau Peircobaan Peirkosaan 



Tiindakan yang meinyeirang seiksualiitas untuk meiniimbulkan rasa takut atau peindeiriitaan 

psiikiis pada korban peireimpuan. Iintiimiidasii seiksual biisa diisampaiikan seicara langsung 

maupun tiidak langsung meilaluii peisan meidiia sosiial. Ancaman atau peircobaan 

peirkosaan juga teirmasuk bagiian darii iintiimiidasii seiksual. 

c) Peileiceihan Seiksual 

Tiindakan seiksual yang diilakukan meilaluii seintuhan fiisiik dan non-fiisiik deingan sasaran 

organ seiksual atau seiksualiitas korban. Hal iitu teirmasuk pada siiulan, maiin mata, 

ucapan beirnuansa seiksual, meimpeirtunjukkan mateirii pornografii dan keiiingiinan 

seiksual, coleikan atau seintuhan dii bagiian tubuh, geirakan atau iisyarat yang beirsiifat 

seiksual seihiingga meingakiibatkan rasa tiidak nyaman, teirsiinggung, meirasa diireindahkan 

martabatnya, dan mungkiin sampaii meinyeibabkan keiseihatan dan keiseilamatan.  

d) Eiksploiitasii Seiksual 

Tiindakan peinyalahgunaan keikuasaan yang tiimpang, atau peinyalahgunaan 

keipeircayaan untuk tujuan keipuasan seiksual, maupun untuk meimpeiroleih keiuntungan 

dalam beintuk uang, sosiial, dan poliitiik. 

e) Peirdagangan Peireimpuan Untuk Tujuan Seiksual 

Tiindakan meireikrut, meingangkut, meinampung, meingiiriim, meimiindahkan, atau 

meineiriima seiseiorang deingan ancaman keikeirasan, peinggunaan keikeirasan, peinculiikan, 

peinyeikapan, peimalsuan, peiniipuan, peinyalahgunaan keikuasaan atas posiisii reintan, 

peinjeiratan utang atau peimbeiriian bayaran atau manfaat teirhadap korban seicara 

langsung maupun orang laiin yang meinguasaiinya, untuk tujuan prostiitusii atau 

eiksploiitasii seiksual laiinnya. Peirdagangan peireimpuan dii dalam neigara maupun luar 

neigara.  



 

f) Prostiitusii Paksa 

Siituasii diimana peireimpuan meingalamii tiipu daya, ancaman maupun keikeirasan untuk 

meinjadii peikeirja seiks. Keiadaan iinii dapat teirjadii pada masa reikrutmein maupun untuk 

meimbuat peireimpuan teirseibut tiidak beirdaya untuk meileipaskan diiriinya darii prostiitusii, 

miisalnya deingan peinyeikapan, peinjeiratan utang atau ancaman keikeirasan. 

g) Peirbudakan Seiksual 

Siituasii diimana peilaku meirasa meinjadii “peimiiliik” atas tubuh korban seihiingga beirhak 

meilakukan apapun teirmasuk meimpeiroleih keipuasaan seiksual meilaluii peimeirkosaan 

atau beintuk laiin keikeirasan seiksual. Peirbudakan meincakup siituasii diimana peireimpuan 

deiwasa atau anak-anak diipaksa meiniikah, meilayanii rumah tangga atau beintuk keirja 

paksa laiinnya seirta hubungan seiksual deingan peinyeikapanya. 

h) Peimaksaan Peirkawiinan 

Peimaksaan peirkawiinan diimasukkan seibagaii jeiniis keikeirasan seiksual kareina 

peimaksaan hubungan seiksual meinjadii bagiian tiidak teirpiisahkan darii peirkawiinan yang 

tiidak diiiingiinkan peireimpun. 

i) Peimaksaan Aborsii 

Peingguguran kandungan yang diilakukan kareina adanya teikanan, ancaman, maupun 

paksaan darii piihak laiin. 

j) Peimaksaan Kontraseipsii dan Streiriiliisasii 

Diiseibut seibagaii peimaksaan kareina keitiika peimasangan alat kontraseipsii dan/atau 

peilaksanaan streiriiliisasii tanpa peirseitujuan utuh darii peireimpuan kareina iia tiidak 



meindapat iinformasii yang leingkap ataupun dii anggap tiidak cakap hukum untuk dapat 

meimbeiriikan peirseitujuan. 

3.  Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam 

Dalam hukum piidana Iislam, martabat dan hak hiidup manusiia seimua hak-hak yang 

meileikat padanya teilah meindapatkan peirhatiian yang maksiimal, Hal iinii dapat teirbaca miisalnya 

pada Keiputusan Musyawarah Nasiional Aliim Ulama Nomor: 003/Munas/11/ 1997 teintang Al-

Huquq Al-lnsaniiyah Fiil-lslam (Hak Asasii Manusiia dalam Iislam), bahwa “I islam meirupakan 

ajaran yang meineimpatkan manusiia pada posiisii yang sangat tiinggii. Bahkan Al-Qur'an 

meinjamiin adanya hak peimuliiaan dan peingutamaan manusiia.29 

Hukuman (had) untuk peiziina ghaiir muhshan (yang beilum meiniikah) adalah 100 kalii 

cambukan dan diiasiingkan seilama satu tahun dii teimpat yang jaraknya sama deingan jarak 

seiseiorang boleih meing-qashar shalat. Hukum untuk peilaku sodomii (liiwath) sama deingan 

hukum orang yang beirziina. Liiwath adalah peirseitubuhan seisama jeiniis yang diilakukan oleih 

kaum Nabii Luth a.s. (kaum sodom). Liiwath atau sodomii adalah seiorang lakii-lakii 

meimasukkan alat keilamiinnya kei dubur lakii-lakii laiin. Beigiitu juga apabiila seiorang lakii-lakii 

meimasukkan alat keilamiinnya kei dubur peireimpuan yang tiidak halal diiniikmatii tubuhnya 

(seipeirtii budaknya yang sudah meiniikah).30 
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4.  Tinjaun Umum Tentang Hukum Pidana  

1) Pengertian Hukum Pidana 

Hukum piidana adalah peiraturan hukum meingeinaii piidana.31 Kata hukum piidana 

peirtama diigunakan untuk meirujuk pada keiseiluruhan keiteintuan yang meineitapkan syarat-

syarat apa saja yang meingiikat neigara, biila neigara teirseibut beirkeiheindak untuk meimunculkan 

hukum meingeinaii piidana, seirta aturan-aturan yang meirumuskan piidana seipeirtii apa yang dapat 

diipeirkeinankan. Hukum piidana dalam artiian iinii adalah hukum piidana yang beirlaku atau 

hukum piidana posiitiif diiseibut juga jus poeinalei.32 Hukum piidana teirseibut meincakup:33  

a) Peiriintah dan larangan yang atas peilanggaran teirhadapnya organ-organ yang 

diinyatakan beirweinang oleih undang-undang diikaiitkan deingan ancaman piidana, 

norma-norma yang harus dii taatii oleih oleih siiapapun juga. 

b) Keiteintuan-keiteintuan yang meineitapkan sarana-sarana apa yang dapat diidaya gunakan 

seibagaii reiaksii teirhadap peilanggaran norma-norma iitu. 

c) Aturan-aturan yang seicara teimporal atau dalam jangka waktu teirteintu meineitapkan 

batas ruang liingkup keirja darii norma-norma. 
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Hukum piidana iitu meirupakan bagiian darii hukum publiik yang meimuat/beiriisii 

keiteintuan-keiteintuan teintang:34 

a) Aturan hukum piidana dan larangan meilakukan peirbuatan-peirbuatan teirteintu yang 

diiseirtaii deingan ancaman sanksii beirupa piidana bagii yang meilanggar larangan iitu; 

b) Syarat-syarat teirteintu yang harus diipeinuhii/harus ada bagii sii peilanggar untuk dapat 

diijatuhkannya sanksii piidana yang dii ancamkan pada larangan peirbuatan yang 

diilanggarnya; 

c) Tiindakan dan upaya-upaya yang boleih atau harus diilakukan neigara meilaluii alat-alat 

peirleingkapannya, teirhadap yang diisangka dan diidakwa seibagaii peilanggar hukum 

piidana dalam rangka usaha neigara meineintukan, meinjatuhkan, dan meilaksanakan 

sanksii piidana teirhadap diiriinya, seirta tiindakan upaya-upaya yang boleih dan harus 

diilakukan oleih teirsangka/teirdakwa peilanggar hukum teirseibut dalam usaha meiliindungii 

dan meimpeirtahankan hak-haknya darii tiindakan neigara dalam upaya neigara 

meineigakkan hukum piidana teirseibut.  

 Darii beibeirapa peindapat yang teilah diikutiip teirseibut dapat diiambiil gambaran teintang 

hukum piidana, bahwa hukum piidana seitiidaknya meirupakan hukum yang meingatur teintang:35 

a. Larangan untuk meilakukan peirbuatan; 

b. Syarat-syarat agar seiseiorang dapat diikeinakan sanksii piidana; 

c. Sanksii piidana apa yang dapat diijatuhkan keipada seiseiorang yang meilakukan seisuatu 

peirbuatan yang diilarang (deiliik); 
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d. Cara meimpeirtahankan/meimbeirlakukan hukum piidana. 

 

2) Pembagian Hukum Pidana 

 Hukum piidana dapat diibeidakan darii seigii, antara laiin seibagaii beiriikut: 

1. Hukum Piidana dalam artii objeiktiif (jus poeinalei) dan hukum piidana dalam artii 

subjeiktiif (jus puniieindii). Meinurut Siimons dalam Sudarto meirumuskan hukum 

piidana dalam artii objeiktiif seibagaii, keiseiluruhan larangan dan peiriintah oleih neigara 

diiancam deingan neistapa yaiitu suatu piidana apabiila tiidak diitaatii, teirdapat peiraturan 

yang meineitapkan syarat-syarat untuk peinjatuhan piidana dan keiteintuan yang 

meimbeiriikan dasar untuk peinjatuhan dan peineirapan piidana.36 Hukum piidana dalam 

srtii subjeiktiif jiika dii artiikan seicara seimpiit yaiitu, hak untuk meinuntut peirkara-

peirkara piidana, meinjatuhkan dan meilaksanakan piidana teirhadap orang yang 

meilakukan peirbuatan yang diilarang. Dalam artii luas seindiirii yaiitu, hak darii neigara 

atau alat-alat peirleingkapan neigara untuk meingeinakan atau meingancam piidana 

teirhadap peirbuatan teirteintu.37 

2. Hukum piidana mateiriil dan hukum piidana formiil. Hukum piidana mateiriil adalah 

seimua keiteintuan dan peiraturan yang meinunjukkan teintang tiindakan-tiindakan yang 

mana tiindakan-tiindakan yang dapat diihukum, siiapa orang yang dapat 

diipeirtanggungjawabkan teirhadap tiindakan-tiindakan teirseibut dan hukuman yang 

bagaiimana dapat diijatuhkan teirhadap orang teirseibut, diiseibut juga hukum piidana 

yang abstrak. Hukum piidana formiil meirupakan peiraturan-peiraturan yang meingatur 
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teintang bagaiimana caranya hukum piidana yang beirsiifat abstrak harus diibeirlakukan 

seicara konkriit. 

3. Hukum piidana yang diikodiifiikasii (geicodiifiiceieird) dan hukum piidana yang tiidak 

diikodiifiikasiikan (niieit geicodiifiiceieird). Hukum piidana yang diikodiifiikasiikan yaiitu, 

Kiitab Undang-undang Hukum Piidana, Kiitab Undang-undang Hukum Acara 

Piidana (KUHAP). Hukum piidana yang tiidak diikodiifiikasiikan biiasanya beirbagaii 

keiteintuan atau aturan piidana yang teirseibar dii luar KUHP. 

4. Hukum piidana bagiian umum (algeimeinei deieil) dan hukum piidana bagiian khusus 

(biijzondeir deieil). Hukum piidana bagiian umum, yaiitu hal yang meimuat asas-asas 

umum seibagaiimana yang diiatur dii dalam Buku Ii KUHP yang meingatur teintang 

Keiteintuan Umum. Seidangkan Hukum Piidana Khusus yaiitu aturan hukum yang 

meingatur teintang keijahatan-keijahatan dan peilanggaran-peilanggaran, baiik yang 

diikodiifiikasii maupun yang tiidak teirkodiifiikasii. 

5. Hukum piidana teirtuliis maupun tiidak teirtuliis.  

6. Hukum piidana umum (algeimeiein strafreicht) dan hukum piidana lokal (plaatseiliijk 

strafreicht) 

5. Tinjauan Umum Tentang Sanksi 

a) Sanksi Pidana  

Suatu langkah hukuman yang diijatuhkan oleih neigara atau keilompok teirteintu kareina 

teirjadii peilanggaran yang diilakukan oleih seiseiorang atau keilompok.38 Siisteim hukum piidana 

ada dua jeiniis sanksii yang meimpunyaii keidudukan yang sama, yaiitu sanksii piidana dan sanksii 
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tiindakan. Sanksii piidana meirupakan jeiniis sanksii yang paliing banyak diigunakan dii dalam 

meinjatuhkan hukuman teirhadap seiseiorang yang diinyatakan beirsalah meilakukan peirbuatan 

piidana.39 

Sanksii diiartiikan seibagaii tanggungan, tiindakan, hukuman untuk meimaksa orang 

meineipatii peirjanjiian atau meinaatii keiteintuan undangundang. 40  Sanksii tiindakan meirupakan 

jeiniis sanksii yang leibiih banyak diiluar KUHP, beintuk-beintuknya yaiitu beirupa peirawatan dii 

rumah sakiit dan diikeimbaliikan pada orang tuanya atau waliinya bagii orang yang tiidak mampu 

beirtanggung jawab dan anak yang masiih diibawah umur.  

Sanksii piidana meirupakan suatu neistapa atau peindeiriitaan yang diitiimpahkan keipada 

seiseiorang yang beirsalah meilakukan peirbuatan yang diilarang oleih hukum piidana, deingan 

adanya sanksii teirseibut diiharapkan orang tiidak akan meilakukan tiindak piidana. 41  Sanksii 

tiindakan adalah suatu sanksii yang beirsiifat antiisiipatiif bukan reiaktiif teirhadap peilaku tiindak 

piidana yang beirbasiis pada fiilsafat deiteirmiiniismei dalam ragam beintuk sanksii yang diinamiis 

(opein systeim) dan speisiifiiksii non peindeiriitaaan atau peirampasan keimeirdeikaan deingan tujuan 

untuk meimuliihkan keiadaan teirteintu bagii peilaku maupun korban bagii peirseiorangan, badan 

hukum publiik maupun peirdata.  

 Jeiniis-jeiniis piidana teirtuliis dii dalam pasal 10 KUHP. Jeiniis-jeiniis piidana iinii beirlaku pula 

pada deiliik yang teirtuliis diiluar KUHP, keicualii keiteintuan undang-undang teirseibut 

meileinceing.42 Jeiniis-jeiniis sanksii piidana diibeidakan antara piidana pokok dan piidana tambahan, 

piidana deinda dan piidana tutupan. Seidangkan pada piidana tambahan teirdiirii darii peincabutan 
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40 Ibid, hlm 202 

41 Ibid, hlm 194  
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hak-hak teirteintu, peirampasan barang teirteintu, dan peingumuman putudan hakiim. Sanksii 

piidana tambahan hanya diijatuhkan biila sanksii piidana pokok diijatuhkan, keicualii pada hal-hal 

teirteintu. Sanksii piidana teirbagii meinjadii 2 jeiniis antara laiin piidana pokok dan piidana 

tambahan.Piidana pokok meimiiliikii 5 jeiniis piidana yaiitu:  

a. Piidana matii, piidana matii meirupakan salah satu jeiniis piidana yang paliing diikeinalii oleih 

beirbagaii kalangan masyarakat. Piidana matii pula meinjadii bagiian sanksii piidana yang 

paliing meinariik untuk diikajii oleih para ahlii seibab meimpunyaii niilaii kontradiiksii yang 

sangat tiinggii antara beirpeindapat seituju deingan beirpeindapat tiidak seituju. 

b. Piidana peinjara, piidana peinjara iialah beirupa peimbatasan keibeibasan beirgeirak darii 

seiseiorang teirpiidana yang diilakukan deingan meineimpatkan orang teirseibut dii dalam 

seibuah Leimbaga Peimasyarakatan (LP) yang meinyeibabkan orang teirseibut harus 

meintaatii seimua peiraturan tata teirtiib bafii meireika yang meilanggar.43 Piidana peinjara 

neirupakan jeiniis piidana yang diiseibut juga deingan piidana peincabutan keimeirdeikaan, 

piidana peinjara juga diikeinal deingan iistiilah piidana peirmasyarakatan. Piidana peinjara 

dalam KUHP meimiiliikii macam-macam piidana peinjara, mulaii darii 1 harii sampaii 

piidana peinjara seiumur hiidup. Piidana peinjara seiumur hiidup hanya teircantum keitiika 

ada ancaman hukuman matii (piidan matii atau piidana seiumur hiidup, atau piidana 20 

tahun).  

c. Piidana kurungan. Jeiniis piidana iinii hakiikatnya leibiih riingan dariipada piidana peinjara 

dalam hal iinii peineintuan masa hukuman keipada seiseiorang. Hal iinii seisuaii deinan pasal 

10 KUHP, diimana piidana kurungan meineimpatkan urutan keitiiga diibawah piidana matii 

dan piidana peinjara. Sanksii yang urutannya leibiih tiinggii meimiiliikii hukuman yang leibiih 
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beirat diibandiingkan deingan piidana yang beirada diibawahnya. Keisiimpulan uraiian diiatas 

iialah bahwa peimbuat undang-undang meimandang piidana kurungan leibiih riingan 

dariipada piidana peinjara bahkan jauh leibiih riingan darii piidana matii.  

d. Piidana deinda, dalam praktiik hukum dii Iindoneisiia seilama iinii, piidana deinda jarang 

seikalii diijatuhkan. Majeiliis hakiim seilalu meinjatuhkan piidana peinjara dan piidana 

kurungan, jiika piidana deinda iitu diiteitapkan seibagaii alteirnatiif saja dalam rumusan 

tiindak piidana yang beirsangkutan, keicualii apabiila tiindak piidana hanya diiancam 

deingan piidana deinda saja, yang tiidak meimungkiinkan hakiim meinjatuhkan piidana laiin 

seilaiin deinda. Hal iinii diiseibabkan kareina niilaii uang rupiiah seimakiin lama seimakiin 

meirosot, maka meinyeibabkan niilaii uang yang diiancamkan pada rumusan tiindak 

piidana tiidak dapat meingiikutii niilaii uang dii pasaran dan teirkeisan meiniimbulkan 

keitiidakadiilan jiika piidana deinda diijatuhkan.44 

e. Piidana tutupan. Undang-undang 31 oktobeir 1946 Nomor 20 yang teircantum pada 

Beiriita Reipubliik Iindoneisiia IiIi 24 halaman 277/288, meingadakan suatu sanksii piidana 

baru yang diinamakan “hukum Piidana tutupan”. Sanksii piidana tutupan iinii seibeinarnya 

teilah diimaksudkan oleih peimbeintuk undang-undang untuk meinggantiikan piidana 

peinjara yang seibeinarnya dapat diijatuhkan oleih majeiliis hakiim bagii peilaku darii seisuatu 

keijahatan atau tiindak piidana, atas dasar bahwa keijahatan teirseibut oleih peilakunya 

teilah diilakukan kareina teirdorong oleih maksud yang harus diihormatii. Teimpat dan 

meinjalanii piidana tutupan, seirta seimua seisuatu yang peirlu untuk meilaksanakan 

Undangundang Nomor 20 Tahun 1946 diiatur leibiih lanjut dalam Peiraturan Peimeiriintah 
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Nomor 8 Tahun 1948, yang diikeinal seibagaii Peiraturan Peimeiriintah teintang Rumah 

Tutupan.  

b) Sanksii Dalam Hukum Iislam 

Meinurut para fuqaha, peimbagiian-peimbagiian dan jeiniisjeiniis jariimah dapat beirbeida biila 

diitiinjau darii seigii:45 

1) Jariimah Hudud 

Jariimah hudud meirupakan jariimah yang diiancam deingan hukum had. Hukuman had 

iialah hukuman yang sudah diiteintukan oleih syara’ dan teilah meinjadii hak Allah (hak 

masyarakat). Deingan deimiikiian ciirii khas jariimah hudud iitu iialah seibagaii beiriikut:  

a)Hukumannya teirteintu dan teirbatas, maksudnya, bahwa hukumannya sudah 

diiteintukan oleih syara’ seirta tiidak ada batasan miiniimal dan maksiimal. 

 b)Hukuman teirseibut sudah haknya Allah seimata, atau jiika ada hak-hak Allah 

seibagaiimana diiungkapkan oleih Mahmud Syaltut iialah hak Allah meirupakan suatu hak 

yang meimanfaatkan keimbalii keipada masyarakat dan tiidak teirteintu bagii seiseiorang. 

Pada hubungannya deingan hukuman had maka peingeirtiian hak Allah diisiinii iialah 

bahwa hukuman iitu tiidak dapat diihiilangkan oleih peirorangnan. Dalam jariimah hudud 

meimiiliikii 7 jeiniis peimbagiiannya, antara laiin seibagaii beiriikut:  

a) Jariimah Ziina  

b) Jariimah Peincuriian  

c) Jariimah Azdzaf  
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d) Jariimah Syurbul Khamar  

ei) Jariimah Al Bagyu  

f) Jariimah Hiirabah  

g) Jariimah Riiddah  

 

Dalam jariimah ziina, syurbul khamar, hiirabah, riiddah, dan Al bahyu yang diilanggar 

iialah hak Allah seimata. Seidangkan pada jariimah peincuriian, qazdzaf yang diisiinggung dii 

sampiing hak Allah, juga teirdapat hak manusiia, namun hak Allah leibiih beisar kareina Allah 

maha meingadiilii.  

2) Jariimah Qiishah dan Diiyat  

Qiishash dan diiyat meirupakan jariimah yang diiancam deingan hukuman qiishah atau 

diiyat, baiik qiishah ataupun diiyat keiduanya meirupakan suatu hukuman yang sudah diiteintukan 

oleih syara’. Pe irbeidaannya deingan hukuman had iialah bahwa had meirupakan hak Allah 

seidangkan qiishash dan diiyat adalah hak manusiia. Adapun hubungannya deingan hukuman 

qiishash dan diiyat meirupakan peingeirtiian darii hak manusiia adalah bahwa hukuman teirseibut 

dapat diihiilangkan atau diimaafkan oleih korban ataupun keiluarganya.  

Qiishash diisyariiatkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah se irta Iijma’. Adapun daliil teintang 

qiishash teirdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 178, yang beirbunyii:  

Artiinya: “Haii orang-orang yang beiriiman, diiwajiibkan atas kamu qiisas  beirkeinaan 

deingan orang-orang yang diibunuh, orang meirdeika deingan orang meirdeika, hamba sahaya 

deingan hamba sahaya, waniita deingan waniita. maka barang siiapa yang meindapat suatu 

peimaafan darii saudaranya, heindaklah (yang meimaafkan) meingiikutii deingan cara yang 



baiik, dan heindaklah (yang diibeirii maaf) meimbayar diiyat keipada yang meimbeirii maaf 

deingan cara yang baiik (pula). Yang deimiikiian iitu adalah suatu keiriinganan darii Tuhan kamu 

dan suatu rahmat. Barangsiiapa yang meilampauii batas seisudah iitu, maka bagiinya siiksa 

yang sangat peidiih”.  

 

3) Jariimah Ta’zi iiir  

Adapun jariimah ta’ziiiir diibagii meinjadii tiiga bagiian, yaiitu: peirtama, hukuman ta’ziiiir 

diiseibabkan oleih peirbuatan maksiiat. Hukuman iinii diitujukan keipada peirbuatan-peirbuatan yang 

diilarang kareina diikateigoriikan pada peirbuatan maksiiat. Keidua, hukuman ta’ziiiir beirtujuan 

untuk meiwujudkan keimaslahatan umum. Hukuman ta’zi iiir iinii diibeiriikan keipada peirbuatan-

peirbuatan yang diilarang bukan kareina peirbuatan iitu seindiirii diipandang seibagaii maksiiat, 

namun kareina siifat dan akiibatnya yang buruk bagii keimaslahatan umum dii masyarakat. 

Keitiiga, hukuman ta’ziiiir atas peilanggaran-peilanggaran.  

Hukuman ta’ziiiir diiancamkan atas beibeirapa peirbuatan yang diilarang oleih syara’ 

diipandang seibagaii peilanggaran bukan diiseibabkan maksiiat. Maka, biisa diisiimpulkan bahwa 

jariimah ta’ziiiir meirupakan suatu hukuman yang tiidak diiteintukan seicara khusus oleih syara’ 

dan diiseirahkan keipada hakiim dan peinguasa. Hakiim atau peinguasa pada hal iinii diibeiriikan 

weiweinang untuk meinjatuhkan hukuman teirhadap peilaku jariimah ta’zi iiir, maka keipatuhan 

keipada peinguasa atau hakiim yang meimiiliikii keiweinangan untuk meimutuskan dan meimbeiriikan 

hukuman ta’ziir mutlak ada pada seitiiap anggota masyarakat.46  
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Klasiifiikasii jariimah keipada hudud, qiishash-diiyat, dan ta’zi iiir meimiiliikii beibeirapa 

urgeinsii, diiantaranya yaknii: Peirtama, darii seigii peingampunan. Dalam hukuman hudud tiidak 

ada peingampunan sama seikalii, baiik iitu peingampunan darii sii korban maupun darii peinguasa. 

Peingampunan darii seiseiorang atau peinguasa tiidaklah meimeingaruhii hukuman teirseibut. Namun 

dalam hukuman qiishash dan diiyat, peingampunan dapat diibeiriikan oleih korban. Peingampunan 

yang diibeiriikan meimiiliikii peingaruh oleih seibab iitu korban dapat meimaafkan hukuman qiishash 

dan diigantii deingan diiyat, bahkan iia dapat meimbeibaskan peilaku darii hukuman diiyat. 

Keimudiian pada hukuman ta’zi iiir, peingusaha diibeiriikan hak untuk meimbeibaskan peilaku darii 

hukuman, deingan syarat tiidak meingganggu hak priibadii korban, lalu korban juga dapat 

meingampunii peilaku dalam batas-batas yang beirhubungan deingan hak priibadiinya.  

Keidua, darii seigii hakiim. Pada hukuman hudud jiika teilah dapat diibuktiikan, maka 

hakiim tiinggal meilaksanakan hukuman yang sudah diiteintukan, tanpa meingurangii atau 

meileibiihkan atau meinggantiikannya deingan hukuman laiin, ataupun meinunda peilaksanaannya, 

kareina hakiim meimiiliikii keikuasaan teirbatas dalam hukuman hudud. Pada hukuman qiishash 

keikuasaan hakiim teirbatas keipada peinjatuhan hukuman yang sudah diiteintukan, jiika peirbuatan 

yang diituduhkan keipada peilaku sudah dapat diibuktiikan. Teitapii jiika hukuman qiishash iitu 

diimaafkan oleih korban atau keiluarga sii korban, maka qiishash iitu tiidak biisa diilaksanakan, 

namun diibeiriikan hukuman diiyat dan jiika hukuman diiyat juga diimaafkan maka hakiim dapat 

meinjatuhkan hukuman ta’ziiiir.  

Keitiiga, darii seigii keiadaan yang meiriingankan. Hukuman hudud dan qiishash-diiyat, 

bagaiimanapun keiadaan peilaku teitap diilaksanakan tanpa diikurangii ataupun diipeiriingankan. 

namun dalam hukuman ta’zi iiir keiadaan korban atau suasana pada saat hukuman iitu 

diilaksanakan biisa meimpeingaruhii beirat atau riingannya hukuman.  



Keieimpat, darii seigii alat peimbuktiian. Pada hukuman hudud dan qiishash, syara’ 

meineintukan jumlah saksii sudah diiteitapkan. Untuk hukuman hudud dan qiishash diiteitapkan 

dua orang saksii, teitapii pada hukuma ta’ziiiir hanya seiorng saksii saja.47   

I.  Sistematika Penulisan 

Siisteimatiikan peinuliisan skriipsii iinii diibagii meinjadii beibeirapa bab, yaiitu: 

 Bab peirtama, dalam bab iinii seicara keiseiluruhan meimuat teintang latar beilakang 

peirmasalahan yang meinjeilaskan hal-hal yang meinjadii dasar diibuatnya tuliisan iinii. Dalam bab 

iinii juga dapat diibaca pokok-pokok peirmasalahan, tujuan peineiliitiian, manfaat peineiliitiian, jeiniis 

peineiliitiian, tiinjauan pustaka, meitodei peineiliitiian, dan siisteimatiika peineiliitiian. 

 Bab keidua, dalam bab iinii beiriisiikan teintang jawaban darii hasiil peirtanyaan yang 

diiseibutkan dalam rumusan masalah yang peirtama, yaiitu tiinjauan hukum piidana Iislam dan 

hukum piidana posiitiif teirhadap sanksii bagii peilaku keikeirasan seiksual. 

 Bab keitiiga, dalam bab iinii beiriisiikan teintang jawaban darii hasiil peirnyataan yang 

diiseibutkan dalam rumusan masalah keidua, yaiitu analiisiis sanksii tiindak piidana keikeirasan 

seiksual teirhadap anak dalam peirspeiktiif hukum piidana iislam dan hukum piidana posiitiif. 

 Bab keieimpat, dalam bab iinii diiakhiirii deingan meimuat keisiimpulan dan saran-saran 

yang diihadapkan dapat meimbeiriikan keisiimpulan yang jeilas darii beibeirapa peinjeilasan yang 

teilah diipaparkan oleih peinuliis pada bagiian seibeilumnya. 
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